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KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Segala Puji dan segala Syukur Kehadiran Allah
SWT, Penyusunan Rencana Strategis / Renstra DPMN Kabupaten Solok telah
dapat diselesaikan. Mudah-mudahan diharapkan dapat menjadi Rujukan
dalam Menyusun Program / Kegiatan dimasa datang.

Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016.
Renstra dimaksud juga memberikan gambaran dan Pedoman dalam
Perencanaan dan Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
Kabupaten Solok. Lebih dari itu DPMN Kabupaten Solok dalam menjalankan
Tugas Pokok dan Fungsi serta berupaya mencapai Visi dan Misi yang tertera
dan termaktup pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten
Solok.

Untuk Penyusunan Renstra ini kami telah berupaya, secara maksimal
agar tersusun secara baik, namun harapan tersebut terselenggara berkat
bantuan seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Nagari,
tentu disana sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu diharapkan kritik dan
saran membangun dalam penyempurnaan Renstra ini dimasa datang.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan Penghargaan kepada

semua pihak dalam penyelesaiannya, semoga bermanfaat, terimakasih.

Arosuka, Februari 2017
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RENCANA SRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2016 - 2021

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, untuk upaya dalam mencapai keberhasilan yang
diinginkannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi
dan misi organisasi.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut dilakukan adalah melalui
perencanaan strategis, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dalam
bentuk program dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra
SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, Nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dalam dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat
kebijakan program dan kegiatan.

Sejalan dengan itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

m
.
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Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP),

yang bermakna : Rangkaian sistematik dan berbagai aktifitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklafikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi Pemerintah dalam
rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah .

Maka setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara
diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta
peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dengan berpedoman kepada RPIJM D Kabupaten Solok, Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Nagari.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPIM D yang telah
ditetapkan dengan peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam
Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian
sasaran program yang ditetapkan dalam RPIMD.
Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM D) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIM D) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

RPIJMD Kabupaten Solok ini merupakan dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program
Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Nagari sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok menyusun dan menetapkan Renstra DPMN Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPIJMD Kabupaten Solok Tahun
2016-2021. Selanjutnya Renstra DPMN yang telah ditetapkan harus menjadi
pedoman dalam penyusunan Renja DPMN yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima)
tahunan.

1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pelaksananya.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan

Pelaksananya.
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3. Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi
Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.

4, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Perubahannya.

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Solok.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Pelaksananya.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
beserta Peraturan Pelaksananya.

9, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

11. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah tahun 2015-2019.

12.Peraturan Daerah Kabupaten Solok. Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Solok.

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang SP3D (Sistem Perencanaan
Penganggaran dan Pembangunan Daerah).

14, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIM D) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan Susunan perangkat Daerah.

16. Peraturan Bupati Solok No.47 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Nagari Tahun 2016 — 2021 dimaksudkan sebagai instrument
perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program

dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi

ﬂm
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setiap Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari.
Pelaksanaannya akan tetap berpedoman kepada arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Solok secara koordinatif dan terpadu dengan
seluruh SKPD dan stakeholder terkait.

Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari

Tahun 2016-2021 bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
dalam kerangka kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Solok.
Kemudian kedepannya juga diharapkan Renstra ini dapat dijadikan
landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja, penguatan peran para
stakeholder dalam perencanaan pembangunan serta sebagai dasar
evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan
DPMN Kabupaten Solok.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra DPMN Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II :  GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan
tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DPMN,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW
dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV . VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi,
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan
Kebijakan DPMN Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

M
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Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan
lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan
disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif yang ada di DPMN untuk periode tahun 2016-2021.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPIMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
LAMPIRAN

M
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2016
dan Peraturan Bupati nomor : 47 tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasai 2

(1) DPMN  merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan  bidang
pemberdayaan masyarakat dan Nagari.

(2) DPMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DPMN
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi DPMN terdiri dari :
a. Kepala DINAS;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemerintahan Nagari, membawabhi:
1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Nagari.
2. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Nagari.
3. Seksi Fasilitasi Kerja Sama Dan Evaluasi Pengembangan Nagari.
d. Bidang Keuangan Dan Aset Nagari, membawahi;
1. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari.
2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Nagari.
3 Seksi Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi
Pemerintah Nagari.
e. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Fasilitasi Perencanaan Dan Pembangunan Partisipatif.
2. Seksi Fasilitasi PKK Pemberdayaan UEM Dan TTG.
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Nagari Dan Adat.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

e e e e ————————————————
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
yang berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pemberdayan Masyarakat Dan Nagari.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari melalui Sekretaris.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala DPMN melalui Sekretaris.

(7) Susunan Organisasi DPMN sebagaimanan dimaksud pada ayat {1)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

' TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) DPMN mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan
nagari.

(2) DPMN dalam melaksanaan tugas sebagaimana dimaksud paa ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
nagari ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan nagari,

d. pelaksanaan administrasi DPMN; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Rincian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B T e )
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus
sesuai dengan’bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja

(3) Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepda Kepala DPMN dalam

pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan.

TATA KERJA
Pasal” 6
(1)dalam melaksanakan tugasnya kepala DPMN,Sekteraris, kepala
bidang,kepala® sub Bagian,kepala seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
wajib menerapkan prinsip kordinasi,integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan kerja maupun antar perangkat Daerah.
(2)Koordinasi,integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilaksanakan secara berjenjang.
JABATAN
Pasal 7
(1)kepala DPMN merupakan Jabatan Eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.
(2)Sekretaris merupakan jabatan Eselon IIIa atau jabatan administrator
(3)kepala bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau jabatan Eseslon Iva
atau jabatan Pengawas
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Lampiran I dan lampiran VI
Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Fungsi dan Uraian
Tugas Satuan Kerja Perangkat(Berita Daerah kabupaten Solok Tahun 2011
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor
25 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nnomor 15
tahun 2011 tentang fungsi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
( Berita Daerah kabupaten Solok tahun 2014 Nomor 25) yang mengatur
mengenai urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari

Dalam melaksanakan tugas tersebut DinasPemberdayaan Masyarakat dan

Nagari Kabupaten Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

1
2.
3.

Permusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyaarakat dan nagari.
Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
Pelaksanaan evaluasi dan pelapporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan nagari.

Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan bidang sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja
dan RKA.

2. Penyelenggaraan adminstrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan
masyarakat.

3. Penyelenggaraan urusan keuangandan kelengkapan yang terdiri dari
perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Uumum dan Kepegawaian.

f. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,
pedomandan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainya
sebagai pedoman danlandasan kerja.

g. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

h. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

i. Mengusulkan pejabat pengelola keuangan.

ji. Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan
pengelolaan barang milik daerah.

k. Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan perpustakaan.

I. Melaksanakan administrasi, pengganndaan dan pendstribusian surat
masuk, surat keluar, pejalanan dinas, penyimpanan berkas kerja,
kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran.

m

Renstra Dinas Pembervdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2016-2021 9



a.

. Menyiapkan dan mellaksanakan urusan hukum, organisasi dan

hubungan masyarakat.

Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan Daftar
Urutan Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan
pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu
pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin
belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan funsional.
Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya
aparatur.

Menyiapkadan menyampaikan bahan pemberian penghargaan
(reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment).

Melaksanakan tindak lanjutlaporan hasil pemeriksaan.

Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan,
kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor.
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ssuai dengan

lingkup dan fungsinya.

. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

Menginventaris permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

Menyiapkan data statistik.

Menghimpun, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan
perencanaan satuan kerja.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan.

Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah.
Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan.

Menyiapkan lapran keuangan.

. Menyusun laperan kinerja instansi pemerintah dan menyiapkan bahan

penyusunan LKPJ dan LPPD.

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

e, ————/————= - "
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0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ssuai dengan

lingkup dan fungsinya.

Il. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat mempunyai

fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan
pemerdayaan masyarakat.

2. Pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pembangunan dan
pemerdayaan masyarakat.

3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan
pemerdayaan masyarakat.

4. Pemberian dukungan atas penelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pembangunan dan pemerdayaan masyarakat.

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan
pemerdayaan masyarakat.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan dan
pemerdayaan masyarakat.

7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif mempunyai

tugas :

a.

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebaggai
pedoman dan landasan kerja.

Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang fasilitasi perencanaan dan pembangunan partisipatif.

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang fasilitasi perencanaan dan pembangunan
partisipatif.

Memberikan pendampingan dan melakukan bimbingan teknis kepada
BMN dalam melaksanakan Musyawarah Nagari atau Musrenbang Nagari.
Memfasilitasi model perencannaan pembangunan partisipatif.

Memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan dokumen RPJM Nagari
dan RKP Nagari yang partisipatif.

e s T e e
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1.

Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan serta fasilitasi
perencanaan pembangunan partisipatif.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup

danfungsinya.

2. Seksi fasilitasi pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat dan teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

a.

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai

pedoman dan landasan kerja.

. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah.
Menyusun rencana, progam Kkerja dan anggaran berbasis kinerja

berpedoman kepada rencana strategis.

. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang fasilitasi PKK, pemberdayaan UEM dan TTG.

Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan intansi
lain di bidang fasilitasi PKK, pemberdayaan UEM dan TTG.

Memfasilitasi PKK dan penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat dan teknologi tepat guna.

Melkasnakan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pengawasan, monitoring,
dan serta pelaporan kegiatan di bidang pengembangan dan pemenfaatan

teknologi tepat guna.

. Meyelenggarakan pemberdayan masyarakat dalam mengelola sumber

daya alam danteknologi tepat guna.

Membina, mengawasi, memonitordan melaksanakan supervisi serta
membuat laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi PKK, Pemberdayaan
UEP dan TTG.

Membina, mengawasi, memonitordan melaksanakan supervisi serta
membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemanfaatan sumber
daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna.

Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan ffasilitasi penyelenggaraan
pengembangan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari,
pengelolaan SDA dan pemanfaatan TTG.

Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pengembangan dan pembinaan

kelembagaanbadan usaha milik nagari dan pasar nagari.

. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sarjana Pemberdayaan

Masyarakat Nagari (SPMN).

Melaksanakan fasilitasi pembinaan posyandu dan Wartekdes.
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0. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup danfungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Nagari dan Adat mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah peraturan-perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permmasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM kelembagaan nagari dan adat.

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi laindi bidang pemberdayaan kelembagaan nagari dan adat.

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup dan fungsinya.

I1l. BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI

Bidang Pemerintahan nagari mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan nagari.

2. Pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pemerintahan nagari.

3. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan di bidang pemerintahan
nagari.

4, Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan
nagari.

5. Pembinaan, pengawasan, mnitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan, administrasi dan aparatur pemerintahan nagari.

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Pemerintahan nagari terdiri dari

1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Nagari mempunyai tugas

a. Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk
pemecahan masala.

c. Menyusun rencana, program Kerja dana anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

-d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain di bidang penataan dan administrasi pemerintahan nagari.

e
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e. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan nagari dan/atau jorong.

f. Melakukan inventarisir batas administrasi nagari dan penyusunan
rencana perubahan batas administrasi nagari; pemindahan serta
perubahan nama nagari dan/atau jorong dalam wilayah Kabupaten.

g. Memfasilitasi teknis pelaksanaan pencalonan, pemilihan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian wali nagari dan badan
musyawarah nagari.

h. Memfasilitasi evaluasi dan klarifikasi terhadap rancanganperaturan
nagari atau peraturan wali nagari oleh pokja kabupaten dan
menyampaikankembali ke pemerintahan nagari untuk diberlakukan
atau tidak dapat diberlakukan peraturan nagari tersebut.

i. Melakukan pembinaan dan evaluasi serta fasilitasi LKPPN, LPPN wali
nagari.

j. Memfasilitasi penyelesaian masalah aparatur nagari dalam
melaksanakan tugas.

k. Melakukan monitoring, evaluasidan pelaporan.

I. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan kapasitas Sumber Daya manusia Pemerintahan

Nagari mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi sertaa bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

c. Menyusun rencana, program Kkerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan
Nagari.

e. Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan kegiatan pembinaan SDM
pemerintahan nagari.

f. Melaksanakan Pemberdayaan kapasitas SDM pemerintahan nagari.

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup dan fungsinya.

3. Seksi fasilitasi Kerjasama dan Evaluasi Perkembangan Nagari

mempunyai tugas :

__—m S O — S Wi
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a. Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan,
pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi sertaa bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga, antar
nagari dan instansi lain di bidang fasilitasi kerjasama dan evaluasi
perkembangan nagari.

e. Melaksanakan penetapan instrument evaluasi perkembangan nagari,

lomba nagari dan PIN (Pekan Inovasi Nagari) secara periodik.

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup dan fungsinya.

IV. BIDANG KEUANGAN DAN ASET NAGARI.

A.
1.
2.

Bidang Keuangan dan Aset Nagari mempunyai fungsi :
Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan set nagari.
Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang keuangan dan aset

nagari.

. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset

‘nagari.

Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang keuangandan
aset nagari.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan
keuangan dan aset nagari.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan supervisi
pengelolaan keuangan dan aset nagari.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan dan aset
nagari.

Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari

1,
2.
3.

Seksi Fasilitasi Keuangan Nagari.
Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Nagari.

Seksi Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan dan sistem Informasi

Nagari.

—M
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1. Seksi Fasilitasi Keuangan Nagari mempunyai tugas :

a. Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi sertaa bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga, dan
instansi lain di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan nagari.

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum, bimbingan teknis
dan pengelolaan keuangan nagari.

f. Menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi dalam rangka
penyaluran dana nagari.

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
lingkup dan fungsinya.

2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Nagari mempunyai tugas ;

a. Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi sertaa bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

¢. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga antar
nagari dan instansi lain di bidang fasilitasi pengelolaan aset nagari.

e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan umum, bimbingan
teknis dan supervisi penataan dan pemanfaatan aset nagari dengan
pengelolaan aset nagari.

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di seksi fasilitasi
pengelolaan aset nagari.

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup dan fungsinya.

3. Seksi Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Sistem Informasi
Nagari mempunyai tugas :

m_
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a. Menghimpundan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman
dan petunjuk teknis, data dan informasi sertaa bahan lainnya sebagai
pedoman dan landasan kerja.

b. Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah.

c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja
berpedoman kepada rencana strategis.

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang Fasilitasi Pertanggungjawaban Keuangan dan
Sistem Informasi Nagari.

e. Menyusun dan menyiapkan pedoman sistem pengelolaan keuangan
dan sistem informasi nagari.

f. Menyusun dan Menyiapkan pedoman bahan laporan keuangan nagari
secara berkala, bulanan, semesteran dan tahunan dalam pelaksanaan
APB Nagari yang bersumber dari APBN dan APBD.

g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi
pelaksanaan keuangan sistem informasi nagari.

h. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna kelengkapan
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

I.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

lingkup dan fungsinya.

%
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2.2 SUMBER DAYA PADA DPMN
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
tersebut sampai saat ini DPMN Kabupaten Solok telah memiliki sarana dan
prasarana sebagai berikut :
a. Sumber daya manusia
Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari yang

menduduki jabatan dan staf sampai saat ini berjumlah 42 orang terdiri

dari :
‘NO |
1 -Pejabat Eselon IIb 1 orang 2,38 %
2. | Pejabat Eselon Illa 1 orang 2,38 %
3. | Pejabat Eselon IIIb 3 orang 7,14 %
4. | Pejabat Eselon IV a 11 orang 26,19 %
5. | Fungsional Umum 15 orang 35,72 %
6. | Tenaga Kerja Harian Lepas 8 orang 19,05 %
7. | Penjaga Kantor 1 orang 2,38 %
8. | Petugas Kebersihan 1 orang 2,38 %
9. | Tenaga Ahli 1 orang 2,38 %
Jumlah 42 orang 100 %

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

R —— R Ry g
i. 'Golongan I Nl 6 orang 14,28 %
2. | Golongan III 21 orang 50,00 %
3. | Golongan II 4 orang 9,53 %
4. | THL 8 orang 19,05 %
5. | Penjaga Kantor 1 orang 2,38 %
6. | Petugas Kebersihan 1 orang 2,38 %
7. | Tenaga Ahii 1 orang 2,38 %
Jumlah 42 Orang 100,00 %
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C. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 16,67 %
pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 6 jenis disiplin ilmu, sedangkan
strata-1 sebesar 52,35 % yang terdiri dari 8 jenis disiplin iimu, Sarjana
Muda D3 13 orang atau 30,96 %, D2 1 Orang atau 2,38 %, D1 2 Orang
atau 4,77 %, tingkat SLTA 8 Orang atau 19,05 %, dan masih ada 1
Orang dengan tingkat pendidikan SLTP (2,38 %) dan 1 Orang Tingkat
Sekolah Dasar (2,38 %) yang bertugas sebagai penjaga kantor dan

tenaga keamanan, untuk selengkapnya dapat dilihat

sebagai berikut:

NO

| PERSENTASE

A | MAGISTER (52)
1. Manajemen
2. Hukum = @
3. Sosial 2 Orang 4,77 |
4. Perencanaan wilayah 1 Orang 2,38
5. Komunikasi - -
6. Manajemen Informasi . =

B. [SARJANA (S1) 22 Orang 52,35
1. Hukum 5 Orang 11,90
2. Ekonomi 7 Orang 16,66
3. Sosial 5 Orang 11,90
4, Pertanian 2 Orang 4,77
5. Teknik - -
6. Kesehatan Masyarakat 1 orang 2,38
7. Pendidikan 1 orang 2,38
8. Pemerintahan 1 orang 2,38
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C. | SARJANA MUDA (D3) 13 30,96
1. Ekonomi - -
D. | D2 KOMPUTER 1 Orang 2,38
E. | D1 KOMPUTER 2 Orang 4,77
F. | SLTA 8 Orang 19,05
G. | SLTP 1 Orang 2,38
VH. SD (Sekblah Dasar) 1 Orang 2,38
| Jumlah (Total) 42 Orang 100

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi disiplin iimu pegawai
yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
menunjukkan hal yang bervariasi, dan ini sangat dibutuhkan dalam
perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berada pada
Nagari di Kabupaten Solok.

Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada
menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari di Kabupaten
Solok semakin baik dan berkualitas.

b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, artinya pegawai yang berada
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari yang juga mendapat
pendidikan pelatihan penjenjangan adalah : Dari 42 Orang pegawai DPMN
penjenjangan dan pelatihan ( Diklat PIM II ) atau sejenisnya sebesar 2,38
% , namun penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya sebesar 4,77 %

dan penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya sebesar 28,58 % dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut :

1. '|5|klat PIM Ii- —y 1 orang 2,38

2. | Spama/Diklat PIM III 2 orang 4,77

3. | Adum/Adumla/ Diklat PIM IV 12 orang 28,58
Jumlah 15 orang 35,72

m
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d. Sarana gedung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari saat ini menempati
gedung Kantor baru yang diresmikan oleh Bupati Solok pada tanggal 11
Januari 2016.
Gedung vyang terdiri dari dua lantai yang juga representative dan
memadai, dimana lantai 1 terdiri dari ruangan Kepala, ruangan Sekretaris
Badan, ruangan Sekretariat dan terdapat ruangan rapat untuk kapasitas
250 orang.
Adapun lantai 2 gedung terdiri dari ruangan Bidang Pemerintahan
Nagari, ruangan Bidang Bidang Keuangan Dan Aset Nagari, ruangan
Bidang Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, ruangan
Tenaga Ahli ( Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna dan Tenaga Ahli
Pelayanan Sarana Dasar ) dan ruang untuk Sholat serta dilengkapi Kamar
mandi/kamar kecil (wc) dan gudang.
e. Sarana perlengkapan kantor
Sampai dengan_Desember 2016 jumlah asset yang dimiliki oleh DPMN
adalah sebagai berikut :

)l 1-.- Faximile S
2. | Printer 18 unit
3. | Computer PC 4 unit
4. | Note Book 17 unit
5. | Lap Top 10 Unit
6. | Meja kerja 42 unit
7. | Meja kerja Eselon III 4 unit
8. | Meja kerja Eselon 1I 1 unit
9. | Kursi kerja biasa 25 buah
10. | Kursi kerja Eselon IV 9 buah
11. | Kursi kerja Eselon III 4 buah
12. | Kursi kerja Eselon II 1 buah
13. | Meja Rapat Pimpinan 4 unit
14, | Meja Rapat 4 unit
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15. | Meja Rapat di ruang Pimpinan 2 unit
16. | Kursi Rapat Pimpinan 5 unit
17. | Kursi peserta Rapat 150 unit
18. | Mesin tik Manual 2 unit
19. | Mesin tik Elektrik 1 unit
20. | Infocus dan layar 1 unit
21. | Camera digital 2 unit
22. | Handycam 2 unit
23. | Meja computer 6 buah
24. | Filling cabinet 7 unit
25. | Kursi sofa 3 unit
25. | Kulkas 1 unit
26. | Televisi 2 unit

f. Alat transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional DPMN memiliki
kendaraan operasional dinas terdiri dari :

JENIS KEND_ARAAN

= A R Sl
1. | Kendaraan roda empat

2. | Kendaraan roda dua 11 Unit

g. Kondisi Umum Anggaran (Tahun Anggaran sebelum 2017)

Untuk kondisi Anggaran tahun sebelum 2017 masih memakai
Anggaran Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok
dalam tiga tahun terakhir periode tahun 2013 s/d 2015 yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Besarannya
pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.4.360.956.265.

(Empat milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam
ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), pada tahun 2014 menjadi sebesar
Rp.5.182.055.515. (Lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima puluh
lima ribu lima ratus lima belas rupiah) naik menjadi sebesar 15,85 %.
Kemudian pada tahun 2015, turun menjadi sebesar Rp.4.351.350.774.

m
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(Empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu
tujuh ratus tujuhfpuluh empat rupiah) turun sebesar 16,03%.

Sementara itu untuk tahun 2016 sesuai Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) sebelum perubahan adalah sebesar Rp 3.033.630.774.
(tiga milyar tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus
tujuh puluh empat rupiah).
Kekurangan dari anggaran tersebut diatas lebih jauh lagi sebesar 30,28
%, ketika hal ini terjadi semangat kerja dan kinerja harus tetap
ditingkatkan, agar pembangunan pemberdayaan berjalan juga dengan
baik. Setelah perubahan DPA Tahun 2016 adalah sebesar
Rp.6.083.060.024,- (enam miliar delapan puluh tiga juta enam puluh ribu
dua puluh empat rupiah) naik sebesar 39,80 %

Kemudian bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2013-2015, maka tahun 2014 terjadi
peningkatan anggaran belanja sebesar 15,85 %.

Sementara itu tahun 2015 terjadi penurunan anggaran belanja sebesar
16,03 %. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi kenaikan anggaran belanja
sebesar 39,80 %.

Maka anggaran belanja dari tahun ketahun terjadi variasi, oleh karena itu
perkembangan/konjungtur anggaran dan realisasi belanja BPM menjadi
naik dan turun, kelompok belanja dimaksud dari tahun 2013-2015, dapat

dilihat sebagai berikut :

(R

| Rp.3.905.715.015, | 89,56
2014 | Rp.5.182.055.515- | Rp.4.736.715.275 - 91,41
2015 | Rp.4.351.350.774, | Rp.4.220.810.251 - 97,00
2016 | Rp.6.083.060.024,- | Rp.5.805.535.294 - 95,44

M
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2.3

KINERJA PELAYANAN DPMN
Indikator Kinerja pelayanan DPMN sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Nagari Kabupaten Solok menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
2. Pelaksanaan keijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari.
3. Pelasanaan evaluuasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan nagari.
4, Pe!aksanaan adrﬁinistrasi DPMN, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode
sebelumnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok periode
2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pel

1 Dinas P

b

Mayarakat dan Nagari

1 |Pelayanon administasi Pencapaian pelayanan
ntoran Tarigjaninys administrasi
pachia pelayanan administras Kantesad 100,00% 100.00% 100,00% 100% 100% 98,83% 96,68% 87.53% 100% 100% 98,83% 96.68% 97.63% 100% 100%
parkantoan Ll
2 -u-mq”h.w_k._WE..:-; Terpelharanya ”H_-rt-”--_.”.:-:g-
Ldiialits i bl vl peningkatan sarann :%h.&x i 100% 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 99,98% 99,09% 100,00% 100.00% 100% | 99,08% | 9sm9% | 10000% | 10000%
don prassaranabantor |
3 |Peningkatan kualitas disiplin i hinerja
| tur
vn.._iﬂ_n-.-u.: apartur dan aparaf 100% o Ab0%
pelayanan publik harmonisnys
publik
4 | Terevaluasinya kemajuan Melaksanakan
peloksanaan perkantoran evaluasinya kemajuon
Kinerja
lantor dan kinerja perkantoran AR 0% 100% 100% 100% | 100%
5 | Meningratnys sumber gk b
daya pparstr balk secars pendidikan dan daya aparatur baik
formal maupun informal pelabhan formal dan  [secara formal maupun 100% 100% 100% 8% 100% 100% 88% 100% 100%
infarmal informal
& | Terevalusamya kemajuan Mengevaluasi kemajuan
v».:-&.ﬁm:!; kegatan Tereapsinya monkoeing, pelaksanaan kegiatan
pembangunan pembangunan
evaluam kegiatan yang 1
3 . 00
| [P, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100%
tongah masyarakat
7 |Tertaksananya capaan Melaksanakan capaian
atem pelaporan kinena Tereapalngm sisterm palaporan kinerja
- pangembangan sistem 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Keuangan dan keuangan
capainn Kinerja
B | Terbangunnya Hubungan Jumiah LPMN yang Membangun Hubungan 74 LPMN di TALPMN di nagan T4 LPMN di nagarn 74 LPMN di nagan LDPDLPM Tk 74 LPMHN di nagar) 74 LPMN di T4 LPMN di nagari T4 LPMN di nsgar 1 DPOLPM Th, 100% 100% 100% 100% 100%
yang harmonia antaa hibina sebagai mitta |yang hanmonis antara nagar Kabupaten 14 DPC ] nagari Kabupaten 14 DPC
{ pemenntah Nagan dengan Nagari LPM Kecamatan dan LPM Kecamatan dan
LPPMN dalam Proces dengan LPMN dalam 74 LPMN di nagan T4 LPMN di nagan
Pembangunan Proses Pembangunan
9 |Meningkatnya swadaya Jumiah nagan yarg | Meningkatnys swadaya 3 nagan 3 nagart 3 nagan Fnogan 3 nagan Jnagen 3 nagan 3 nagan 3 nagan A nagan 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakal serts peran i serta peran
sartanya dalam proses akof maayarakal sertanys dalam proses.
pembangunan Nagan dalsm lomba nagan | pembangunan Nagar
rancak
10 |Tersediannya tenaga Jumiah enaga| Menyediakan lenaga 2ocang 2orang 2 orang, 2orang 2orang 2 orang 2orang 2 orang Zorang 2 orang 100% 100% 100% 100% 100%
| motivator dalam metivator dalam|metivator dalam
pembangunan di Nagan an i Nagan
(SPMN)
11 [Berparsipasinga 100,00% 100,00% 100.00% 100,00% 100,00% 96,59% 98,27% 90 68% 100,00% 100,00% 96,59% 98.27% 90,68% | 100.00% | 100,00%
|masysrakat datam pembangunan wmbuh |masyarakat dalam
tahapan-tahapan dan berkembang serta |tahspan-tahapan
Pembangunan peran skUf masyarakal |Pembangunan
dalam tohapan-
tahapan
pembangunan/
pemberdaynan
{pembangunan




Terausunnya data profil Persentase nagan yang | Menyusun data profi
Magari untuk cdibina dalsm Nagari untuk
pendayagunasan
pembangunan asi data
profil nagan
13 | Terlaksanannya Melakaanakan
koordinasi F HE. sang
penanggulangan untuk ussha Y
Kemiskinan Terpadu ekonomi  mikio  dan Hemiakinan Tarpadu 98,35% 94,63% 98.59% 100% 100% 948,35% 98,63% 98,50% 100% 100% 98.35% 98,63% 93,59% 100% 100%
pelaku ekonomi rumah
Langgs
14 [ Meningkatnya jumlah posyantek Menmghatian 1 Tt 3 0 0 1 1 3 0 o 100% 100% 100%
esejahieraan masyarakat untuk meningkatnya | kessjahtersan
melalui pengalolasn dan P i t molali
pemantaatan teknolog melalui pemantastan | pangelotasn dan
tepat guna (Posyantek) TG pemanfaatan tehnologi
\epat guna [Posyantek)
15 | Meninghatnya 100% 100% 100% % 92,75% 100% 100% = 02,75% 100% 100%
Pemberdaysan akuf yang dibina dalam | Pemberdayaan
Masyarakat untuk rangha peninghatan Masyarakat untuk
kesahatan keschatan, ekonomi kesehatan
Keluarga Ekonomi dan masyarakat dan Keluarga, Ekonomi dan
pengentasan Kemiskinan pengentasan pengentasan
16 | Terlaksansnrnyns paran M i atny AL paran 100% 100% {tergabung dalam 100% 100% 93 36% 97.07% “{tergabung dalam 100% 100% 93,36% 97,07% 100% 100% 100%
ahtif masyarakat dalam partsipasi masyaraket |aktl masyarakat dalam PNPA-MPd) PNPM-MPd)
tahapan pembangunan dalam perkembangan |tahapan pembangunon
terutama dalam pertumbuhan [terutama dalam
meningkatkan ekonami ekonomi
dan pengentazan dan pengentasan
kemiskinan kemiakinan
17 |Menumbun kembangkan Jumiah usaha skonom: | Menumbuh 74 nagan T4 nagan T4 nagani T4 nagan 74 nagan 74 nagan 74 nagan 74 nagan 74 nagan 74 nagan 100% 100% 100% 100% 100%
yang dan fasilitns (UMK yang dan
ekanomi mikro di Nagan yani tumbun dan fasdiasi skonami mikio
berkembang serta di Nagan
terfasilitasi ekonomi
mikro di nagan
18 |Percepatan pembangunan Jumlah KK miskin di [teraksananya B0 KK BOKK a0 KK 80 KK 100% 100%
di daerah tertinggal dalam nagan yang terfasilitasl [penanggulangan
menanggulangi mengikuti polatihan  |kemiskinan di nagari
kemiskinan rumah tanggs secara terpadu
19 |Tersediannya rancangan jar 100% 100% 100% 97,06% 100% 100% 97.06% | 100% 100%
payung hukum tentang rancangan tentang payung hukum tentang,
Bumnag Bumnag yang akan Bumnag
cisosialisasikan di
nagan
20 |Terlaksanannya Meningkatnys Ekonomi | Malaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peninghkatan ekonomi dalem i o
masyarakal dan usaha pengelolaan hasil masyarskat don usaha
mereka di pasar nagan usaha mereka mereka dh pasar nagan
21 |Pelaksansan Pelakssnaan Pelaksanaan 1 kecomatan 1 kecamatan 1kecamatan 1kecamatan 100% 100%
Pembangunan Nagan yang gunan nagan [P Nagan
tergabung antara seluruh accara terpadu yang  [yang lergabung antara
kemponen masyarakat melibatian seturuh [ seluruh komponen
pemerintah Nagarni unsur dan W
termasuk THI nstansi terkait Nagari tarmasuk THI




usulan

Kelola pemerintohan

nagan

prasarana pelayanan ¥ sarana
publik dan kegotong yang membangun don prasarana
royongan masyaralsl sarana dan prasarana |pelayanan publik
publik k nagan
tertinggal
23 |Meningkatnya awadaya Jumiah Kecamatan | Meningkatnys swadaya 14k 14 1k 10 T m -
Inasyarakat dalam yang mendapatkan masyarakat dalam . & “ 5% 10o% roo% i 0%
partiaipaai pembangunan fasilitasi
[swadaya nagar bulan bakti gotong pembangunan swadaya
royong (BBGRM) nagar
24 |Peninghotan peran serta Persentase nagan yang | Peningiatan peran serta 100% 100%
masyarakat guna melaksanskan masyarakat guna g oy R i L 0%
menunjang pemberdayaan menunjang
penyelenggaraan masyarakat berbasis | penyelenggoraan
* |pemerintahan sdat dan budaya | pemenntahan
membangun nagan dalam rangka membangun nagar
peningkatan tata




Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayana
Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Anggaran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1 12 13 14 15 15 17 18
Terl 1 dministr:
nM”M“H”“ g L] 153000000 | 200817 600 270.741.250 243730920 | 223730920 | 143987724 | 193864855 264.047.626 243,739,920 223739.920 94,11% 96,68% o7,53% 100,00% 160.00% 1091738690 | 1069379845
Terpelt [t
_.M_“”q,m_“_wﬂnsvn:_:w.s an sarana dan| o) ae0000 | 74300000 | 113698320 17600000 | 17600000 13188314 | 74280790 121997.776 113 688.320 17,600,000 9,98% 99.97% 107,30% 646.01% 100,60% 356,048,320 340.735.200
" 3 { : i
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya  Aparatur/Peningkatan  Kapasitas
Sumber  Daya  Aparatur/Terlaksananya 13.000.000 18.000.000 10.000.000 2.980.000 18.000.000 10.000.000 0.00% 0.00% 2292% 100.00% 100,00% 41.000.000 30,980 000
pendidikan  dan  pelathan  formal  dan|
informal
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur/Pengadaan Pakalan Khusus Harl- 11.900.000 11.900.000 Q.00% 0,00% 0.00% 100,00% 0.60% 11 900,000 11900 000
hari tertentu
Program  Peningkatan  pengembangan
3750000 9,500 000 10.352.000 35! 137 1
sistem capaian kinerja dan Keuangan Aad=e00d S0 §.500.000 10.352.000 10352000 | 99.65% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00 33954.000 33,941,000
Program  Peningkatan  pengembangan
sistem capaian kinerja dan
HKeuanga
* L= 40.000 000 34,650,000 34,650,000 El
Sistem Pelaporan Capainn Ki dan 0.000.000 34.650 000 34 650 000 0.00% 0.00% 100,00% 100,00% 100,00% 109.300.000 109.300.000
Keuangan (Monitoring dan  Evaluasi
kegiatan)
Jumlah LPMN ibina sebagai mitr
ki Yang Sibina Al ssss0000 | 187500000 | 715S00000 714000000 | 631000000 | 138878125 | 163.917750 695.423.480 714000000 | 631000000 | 8871% 87.42% o7.19% 100,00% 100,00% 2404550000 | 2343219355
Jumiah nagari yang dilakukan pembinaan|
akil masyarakal dalam lomba nagan| 76500000 | 100000000 100,000 000 120.000.000 [ 120 000.000 T6.487.750 99.911 800 99938 900 119,940 250 96 884,000 99,98% 99.91% 99,94% 99.95% 80.74% 516.500.000 493,162,700
rancak
Jumlah  tenaga  motivater  dalam
40 000,000 000 40 9 a
bR RS TR 40 000 000 000 000 52.359.500 34,879,250 39.742.000 39.952.060 32630100 52 359 500 34979.250 59,36% 99 88% 8158% 100,00% 100,00% 207338 750 199 662910
Persentose  pembangunan tumbuh  dan
berkembang serta peran aktif masyarakat
408 T46.050 | 407 000 000 929.000.000 074935805 | 449558500 94.792 4 42
dslam tahapan:tahapan pembangunan 000, 1 558 3 2.000 | 399.963 650 842 407 446 1074 935805 449 558 500 96.59% 98.27% 90 68% 100.00% 100,008 3269240355 | 3161657401
(PNPM-MPd)
Persentase nagari jong dibina  dalam
[penyusunan  implementasi  data  profif]l 50000000 | 165.000.000 145,000.000 143025600 | 100.000.000 | 40.898.100 138.822.200 137 390 600 143,025.600 93.088.800 81,80% B4,13% 94,75% 100.00% 93,09% 603.025.600 553,225,300
nagan
Persentase KK yang difasilitasi  untuk
usaha ekonomi mikro dan pelaku ekonomi| 277 S00.000 50,000,000 84215015 62.647 000 39934500 ( 272926370 49.317.250 83.030.950 52.647.000 39.934.500 98,35% 98.63% 98.590% 100,00% 100.00% 504.296.515 497 855 170
rumah Ejmmn
mlah syantek  untuk  meningkatnya
i i ensiaiul B;.:.n,.. 120 000.000 248.000.000 243.000.000 206,463 600 200,000,000 110433 600 227245870 235.390.900 206.463.600 196.550 293 9203% 91.63% 96.87% 100.00% 48,28% 1017 463 600 a76.084 263
Fasilitasi Kegiatan-kegiatan TP PKK 0 0 1126500000 | 1672299200 | 904.668 342 o 0 1044 789.470 1.672.299.200 | 1257063370 0.00% 0.00% 92,75% 100.00% 138.95% 3.703467542 |  3974.152040
Persentase posyandu akuf yang dibina
dalam rangka peningkatan Kesehatan,
7 .
ckanomi musyarakat dan pengentsssn 1.713.000.000 1044.789.470 1.713.000.000 0.00% 0.00% 0.00% 100,00% 0.00% 1713000000 | 2757.789.470
kemiskinar:
Persentase psmbangunon tumbuh dan
berkembang serta paran akuf masyarakat)
396.753.950 [ 484.400.000 370.393. 470, 7 ’
dalars [hiparthaEn | ReThRIEY 0.393.200 0.230575 93,36% 97.07% 0,00% 0,00% 0,00% 881.153.950 840623775
(PHPM-PNPMAmtegrasi/PZSPP)
Jumlah  usaha ekonomi  masyarakat|
(UMKM) yang tumbuh dan berkembang)
117.000.000 [ 220000000 235,000.000 168 195.000 106.878. X G " .
serta terfasilitasi ekonomi mikro di nagari 600 | 138.610823 215.493/800 168 045,300 69.250.000 91,35% B9.37% 91,70% 9a01% 0.00% 740 195,000 756.278.025
(Revolving)
Jumlan KK miskin  di  nagan yang
terfasiitasi mengikuli  pelatihan  ruman| 20 000.000 50,000 000 19.997.500 48 451.400 99.99% 96,86% 0.00% 0,00% 0,00% 70.000.000 68 428.900
S:mmb
Pelaksanaan rancangan tentang Bumnag)
17.500.000 44.825.200 65.000.000 ¢
yarig akss disssiolismsikan d nagen 16984800 44.825.200 58,082 850 0.00% 0,00% 97 06% 100,00% 89,36% 127,325,200 119,892 850
Meningkatnya ekonomi masyarakat dalam
pengelolaan hasil usaha mereka (pasar 70.000.000 40.650.000 67.454.100 40.640.550 0.00% 0.00% 96,42% 93,98% 0.00% 110.650.000 108,134,650
uuuuuu \
Pelaksanaan Pembangunan Nagari secara
terpadu yang melibatkan selurub unsur 382 650,000 508 000,000 | 358951800 506152400 93,81% 0,.00% 0.00% 0.00% 99,64% 890 650,000 865,104,200
imasyarakat dan instansi terkait (TMMD)
Persentase usulan kelompok masyarakat
yang membangun sarana dan prasarana 40.250.000 75.000.000 110.000.000 65.573.750 40.166.000 73.352.750 106 469,700 65.573.750 99,79% 27.80% 96,79% 100,00% 0.00% 290.823.750 285562200
pelayanan publik




Uraian Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

Jumiah Kecamatan yang mendapatian

pembinaan lasilitas) bulan bakt dotong & 20000 000 40,000 000 38969500 38 969.500 - 19529 400 39.629.650 38.969,500 39512 B50 0.00% 97 65% 99.07% 100 00% 101 .39% 137939.000 137 641 400

royong; (BBGRM)

Persentase nagan yang melaksanakan

pemberdayaan masyarakat berbasis adat . - 50.000 000 10,000 000 120.000 000 5 48 684,200 98724950 119 764 550 0.00% 0,00% ar3T% 987,25% 99.B0% 180000.000 267.173.700

dan budaya dalam rangka peningikatan
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A. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Sekretariat yang terdiri
dari dari 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan, dan hal ini sangat
berguna  mendukung  ataupun  mendorong  kegiatan—kegiatan
pembangunan yang berada di bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Nagari.

Oleh sebab itu harus tetap dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Nagari.

B. LPM merupakan suatu lembaga pemberdayaan yang berada di tengah
masyarakat baik untuk Kabupaten maupun Kecamatan dan Nagari yang
berfungsi sebagai penggerak pemberdayaan ditengah-tengah masyarakat
baik kegiatan pembangunan, gotong royong, ekonomi, kesehatan dan
kegiatan lain yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Selama periode 2011 - 2015 telah terbentuk 1 (satu) DPD LPM
Kabupaten, 14 DPC LPM Kecamatan dan 74 LPMN di tingkat Nagari.
Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan karena sangat positif
sekali keberadaannya di tengah masyarakat.

C. Nagari Rancak/Evaluasi Perkembangan Desa merupakan suatu kegiatan
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta sosial
kemasyarakatan yang berguna mengangkat kegiatan prestasi untuk
meningkatkan perekonomian, kesehatan, pengentasan kemiskinan serta
hal-hal yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Tentu dalam hal dimaksud kegiatan di atas penting untuk dipertahankan.

D. Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, kegiatan dimaksudkan
adalah sebagai tenaga motivator pembangunan membantu perencanaan,
membantu administrasi, serta manajemen pekerjaan yang dikerjakan
ditengah-tengah masyarakat.

Kegiatan ini sangat diperlukan karena dapat mendorong informasi
pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
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E. Kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu, hal itu dimaksudkan
adalah bagaimana kita berkolaborasi, berkoordinasi serta konsultasi
dengan SKPD terkait agar pengentasan kemiskinan betul-betul dapat
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disarankan kegiatan ini tetap harus ada pada DPMN Kabupaten Solok
disebabkan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.

F. Pemberdayaan Lembaga organisasi masyarakat Pedesaan/Nagari pada
Teknologi Tepat Guna (TTG), kegiatan ini sangat berguna meningkatkan
hasil pertanian, peternakan dan industri rumah tangga guna
meningkatkan perekonomian masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Sesuai keterangan kegiatan dimaksud diatas harus tetap dipertahankan
karena dapat mendukung dan berdaya guna dalam kehidupan dan
kesejahteraan mereka.

G. Pemberdayaan Lembaga organisasi masyarakat Pedesaan/Nagari pasca
PNPM yang kegiatannya dialihkan ke Desa/Nagari, kegiatan tersebut
berarti pembinaan dan usaha menumbuh kembangkan peran aktif
masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan serta berorientasi
kepada kebutuhan masyarakat, baik yang sudah maju pertumbuhan
ekonominya maupun yang masih berkembang maupun tertinggal.

Namun demikian kegiatan ini tidak dilanjutkan lagi dan telah ditukar
dengan fasilitasi pembangunan pedesaan.

Hal dimaksud pada pasca PNPM, maka pembinaan tetap dilaksanakan
karena banyaknya dana di UPK yang berada di Kecamatan, tentu hal ini
dilakukan secara berkala, priodik dan berkelanjutan.

H. Implementasi profil nagari, kegiatan tersebut merupakan jumlah atau
persentase masyarakat untuk mengumpulkan, mengaplikasi data profil
nagari.

m
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Sehingga pengolahan, pengumpulan, publikasi tentang karakteristik
Nagari meliputi komponen pokok, data dasar keluarga, potensi sumber
daya alam, sumberdaya Manusia, kelembagaan sarana dan prasarana,
perkembangan  kemampuan dan permasalahan nagari dapat
terdokumentasi dengan baik, sehingga acuan dalam pembangunan serta
penentuan kebijakan dapat dipedomani.

Disarankan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan dan kedepannya
data-data yang ada akan berkembangan menurut eranya.

. Fasilitasi kegiatan-kegiatan PKK artinya kegiatan dimaksud dapat
memantau pekerjaan, persentase aktif, posyandu, ekonomi masyarakat
pengentasan kemiskinan dan fasilitasi kegiatan lainnya.

Disarankan perlu tetap dilaksanakan setiap tahunnya karena menyangkut
kehidupan keluarga dalam masyarakat.

J. Pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya.
Kegiatan dimaksud adalah merupakan persentase Nagari melaksanakan
kegiatan pembangunan berbasis adat dan budaya.
Untuk penetapan tata kelola Pemerintahan Nagari, pelaksanaan
pelestarian adat dan budaya Nusantara sebagai penunjang program kerja
Pemerintah Nagari.
Disarankan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan karena benar-
benar menyentuh dengan kehidupan di tengah tengah masyarakat kita
dan sesuai nuansa 4 ( empat ) pilar pembangunan terutama pilar
keempat yaitu : Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih
didukung oleh karakter dan mental aparatur sesuai Budaya ABS-SBK.

K. Fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi kecil, artinya fasilitasi UMKN
pelaku ekonomi rumah tangga dengan bantuan permodalan bunga
rendah tentu dapat membantu sebagai berikut:

a. Meningkatkan laju perekonomian masyarakat.
b. Meningkatkan kemampuan manejemen dan mengatur pengelolaan
keuangan ekonomi rumah tangga (ERT) agar tidak terjadi kemiskinan.

m“
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C. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara
parsial yang kurang terakomodasi selama ini.

d. Meningkatkan modal usaha mereka sehingga menambah pendapatan.

e. Meningkatkan laju pertumbuhan UMKN

Oleh sebab itu kegiatan ini harus tetap dipertahankan karena dapat
mempertahankan kehidupan masyarakat banyak.

L. Sosialisasi perda tentang Bumnag. Artinya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya payung hukum tentang usaha mikro kecil menengah
Nagari.

2. Meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola usaha
mikro kecil menengah nagari.

3. Membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum, berupa lembaga-
lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNAG dan
masyarakat, ini berdasarkan pada Peraturan Nagari tentang pendirian
Bumnag.

4. Perda Kabupaten Solok nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari yang harus
disosialisasikan setiap Nagari di Kabupaten Solok.

Karena bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha
ekonomi masyarakat serta meningkatkan peranan masyarakat Nagari
dalam mengelola sumber pendapatan Nagari.

5. Dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

M. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kegiatan ini
dimaksudkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan fasilitasi pembinaan bulan bhakti gotong royong
masyarakat (BBGRM).
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dengan segala
kebersihan dan kesehatan yang mencukupi.

e e ———————————————————
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3. Meningkatnya partisipasi dan tumbuh kembangnya tahapan-tahapan
pembangunan di tengah-tengah masyarakat.
4. Mengukur sejauh mana nilai-nilai partisipasi  masyarakat dalam

pembangunan Desa/Nagari.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada DPMN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, tentunya
tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal
maupun eksternal.
Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus
dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan
dan mengembangkan pelayanan pada DPMN Kabupaten Solok.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun
eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis.
Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan
Weaknesses (Kelemahan).
Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan
Ancaman Threaths (ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain
sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S): -

1) Adanya payung hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya
keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

2) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

3) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman
dalam pekerjaan.

m’“
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4) Adanya sistem administrasi yang sudah baik.
5) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja.
6) Tersedianya anggaran.

Kelemahan (W):

1) Pelaksanaan pekerjaan terlalu berorientasi pada anggaran.

2) Belum tersedianya sistem informasi data.

3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja.

_4) Tidak adanya tenaga fungsional pemberdayaan.

Lingkungan Eksternal

Peluang (0):

1) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan
berswadaya.

2) Adanya partisipasi Pemerintah Nagari dan lembaga pemberdayaan
kemasyarakatan dalam pembangunan.

3) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan
nembangunan melalui pendekatan partisipatif.

4) Adanya program-program bantuan dari Provinsi dan Pusat.

5) Adanya Penyeienggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung
oleh karakter dan mental aparatur sesuai budaya ABS-SBK.

Ancaman (T):

1) Belum optimalnya Pemerintahan Nagari dalam mengimplementasikan
program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2) Belum optimalnya kualitas SDM di Nagari.

3) Masih besarnya jumlah keluarga miskin.

4) Infrastruktur di Nagari yang rusak dan belum memadai.

5) Masih banyaknya nagari yang kurang berkembang.
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ANALISIS SWOT

Kekuatan/Stranght (S)

1) Adanya payung hukum yang kuat melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang akan mendorong
terwujudnya keberdayaan dan
kemandirian masyarakat.

2) Kewenangan di bidang pemberdayaan
masyarakat.

3) Komitmen pegawai yang tinggi dan
berpengalaman dalam pekerjaan.

4) Sistem administrasi yang sudah baik.

5) Adanya panduan dan sistem mekanisme
kerja.

6) Tersedianya anggaran.

1)

2)

3)

5)

Kelemahan (W)

Pelaksanaan pekerjaan terlalu
berorientasi pada anggaran.
Belum optimalnya kualitas SDM di
Nagari.

Belum tersedianya sistem
informasi data.

Kurangnya sarana dan prasarana
untuk menunjang operasional
kerja.

Tidak adanya tenaga fungsional
pemberdayaan.

Peluang/Oportunity (0)

1) Potensi masyarakat yang cukup besar
untuk bergotong royong dan berswadaya.

2) Adanya partisipasi pemerintahan nagari
dan lembaga kemasyarakatan dalam
pembangunan.

3) Adanya komitmen pemerintah kabupaten
dalam  melaksanakan = pembangunan
melalui pendekatan partisipatif.

4) Adanya program-program bantuan dari
propinsi dan pusat.

5) Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
dan bersih didukung oleh karakter dan
mental aparatur sesuai Budaya ABS-SBK.

2)

3)

5)

Ancaman (T)

Belum optimalnya Pemerintah
Nagari dalam mengimplementasi
kan program dan  kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
Rendahnya kualitas SDM  di
Nagari.

Besarnya jumlah keluarga miskin.

4) Infrastruktur di Nagari yang rusak |

dan belum memadai.
Masih banyaknya Nagari yang
kurang berkembang.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2016-2021 35




3.1.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain yaitu :

1.

Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur Nagari, belum optimalnya
partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan,
masih adanya Nagari dan jorong yang jauh dari pusat-pusat informasi,
belum terencananya program pembangunan di Nagari secara baik,
kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
Nagari, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program
pembangunan dari Pemerintah serta belum terintegrasinya program
pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lintas SKPD.

Kurangnya  optimalnya  kinerja  lembaga  masyarakat,  kurang
berkembangnya kelompok ekonomi produktif di Nagari, masih kurangnya
lembaga keuangén di Nagari yang dapat menyediakan modal usaha dan
masih rendahnya kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota
kelembagaan masyarakat.

Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari, masih
rendahnya kinerja kelembagaan Pemerintah Nagari, belum tertibnya
administrasi Nagari dan masih banyaknya potensi Nagari yang belum
terkelola dengan baik.

Masih banyaknya sarana dan prasarana di Nagari yang kurang memadai
dan masih banyak sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh
Pemerintah tidak terkelola dengan baik sehingga banyak Pemerintahan
Nagari yang pendapatan asli Nagarinya rendah.

m
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3.2. Telaahan Visi, Visi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Terpilih

3.2.1. Pernyatan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, sesuatu yang dinginkan
oleh Kepala Daerah diakhir periode kepemimpinannya. Kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan
dapat eksis, antisipatif, inovatif dan responsif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan

seharusnya dilaksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Solok adalah :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG
MAJU DAN MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT
MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA' SYARA’
BASANDI KITABULLAH "

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Solok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya adalah
Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang
berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

Maju » Artinya masyarakat yang cerdas dan atau masyarakat
yang berpendidikan

Mandiri : Adalah masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi

~ keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan
keluarga dan lingkungan yang sehat.

Kehidupan » Adalah masyarakat yang taat akan Agama dan Adat,
Masyarakat memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan
Madani filosofis “Adat basandi Syara’ Syara’ basandi Kitabullah”

Memantapkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan
bersih (Good and Clean Government) didukung oleh karakter dan mental
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3.2.2.

aparatur sesuai budaya “Adat basandi Syara’ Syara’ basandi Kitabullah®
didukung oleh Pemerintah Nagari (Nagari Adat) yang kuat dengan
meningkatkan peran Tungku Tigo Sajarangan (Niniak Mamak, Alim
Ulama dan Cadiak Pandai) dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh
karakter dan mental aparatur sesuai ABS-SBK, juga ditunjukkan oleh
birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu,
sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil.

Wilayah hulu ini diumpamakan pendidikan, pelatihan, ketersedian
Informasi bahkan kesehatan juga berada diwilayah ini atau hulu sebuah
persaingan.

Jadi jelaslah Keberpihakan birokrasi kepada kelompok masyarakat yang
tidak mampu dan hal tersebut menjadi dasar bagi terlaksananya tugas
Pemerintah yang berorientasi menjadikan masyarakat sebagai subjek
pembangunan.

Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan
mengenal  keberadaan dan peran instansi pemerintah  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan.
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi
pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Maka " Visi * Kabupaten Solok tahun 2016-2021 adalah :
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" Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri
menuju Kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa Adat
Basandi Syara ’ Syara ’ Basandi Kitabullah ®

Dari pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam

5 (lima) misi adalah sebagai berikut :

1. Mensukseskan program wajib belajar (Waijar) 12 tahun .

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan
hidup bersih dan lingkungan sehat .

3. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih
luas, didukung oleh sarana dan prasarana infra struktur yang
memadai.

4. Membangun karakter masyarakat sesuaai filosofi “Adat Basandi
Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah"

5. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dimaksud, dalam rangka
membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pemberdayaan Masyarakat maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Nagari Kabupaten Solok merumuskan beberapa program yang terkait
dengan fungsinya, yaitu :

1. Perumusan kebijakan peningkatan keberdayaan masyarakat nagari.

2. Perumusan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan lembaga
ekonomi nagari.

3. Perumusan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun Nagari.

4. Perumusan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas aparatur
Pemerintahan Nagari.

5. Perumusan kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas
perempuan dibidang usaha ekonomi produktif.

6. Perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan
budaya.
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Perumusan kebijakan pembuatan website dan penyusunan data profil
nagari berbasis komputerisasi.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Nagari antara lain :

I.

Masih ada kekurangan Sumberdaya Manusia yang terdapat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari baik dari segi jumlahnya maupun
tingkat pengetahuannya, untuk itu diharapkan dapat ditambah jumlah
personil aparatur dan perlunya kegiatan untuk pengembangan
pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran pemeliharaannya untuk
mendukung kelancaran program dan kegiatan.

Disamping itu beberapa faktor pendorong yang sangat berperan

dalam mendukung pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan

Nagari, antara lain :

Dukungan pihak Provinsi Sumatera Barat yang selalu melibatkan kita
dalam beberapa program dan kegiatannya, seperti rapat-rapat koordinasi,
sarjana pemberdayaan masyarakat, BBGRM, Pembinaan Posyantek, ikut
serta dalam lomba-lomba tingkat provinsi yang diharapkan dapat
memotivasi masyarakat dalam peran sertanya membangun nagari.

Adanya keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dengan program dan kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
Kabupaten Solok sehingga sangat membantu dalam hal koordinasi dan
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diharapkan Pemerintah Pusat dan Provinsi dapat melibatkan Pemerintah
Kabupaten Solok sebagai tempat untuk pelaksanaan beberapa program
dan kegiatan yang dimilikinya.

Program unggulan adalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan/Nagari, kegiatan antaralain :

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan APB Nagari

Regulasi terkait keuangan nagari :

a. Telah ditetapkannya Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran dana Nagari Tahun
217,

b. Telah ditetapkannya  Perbup Nomor 2 tahun 2017 Tentag
Penetapan Besaran Penghasilan Tetap WaliNagari, Perangkat
Nagari.

C. Telah ditetapkannya Perbup Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Nagari Tahun 2017.

d. Telah ditetapkannya Keputusan Bupati omor 412.1-013-2017
tentag Alokasi Dana Nagari di Kabupaten SolokTahun Anggaran
2017.

e. Telah ditetapkannya Perbup Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Penggelolaan Keuangan Nagari.

2. Kegiatan Fasilitasi Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Nagari, melalui penyelesaian APB Nagari.

3. Terbentuknya Klinik Konsultasi Nagari.

4. Terimplementasinya sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

5. Terimplementasi  Aplikasi data Profil Nagari Melalui Program
Komputerisasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis 7
'Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari terletak
dilingkungan Komplek perkantoran kantor Bupati Solok, hal ini sangat membatu
dalam hal koordinasi dengan pimpinan dan SKPD terkait lainnya dalam
pelaksanaan program dan kegiatannya.
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3.5.

Disamping itu masyarakat juga dapat mengurus berbagai keperluan, urusan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari memiliki ruangan rapat dengan
kapasitas 250 orang yang dapat dipergunakan untuk rapat-rapat koordinasi
dengan masyarakat dan SKPD terkait lainnya.

Penentuan Isu - isu Strategis
" Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan
tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMN, maka
selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-
isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis
tersebut.
Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis

DPMN Kabupaten Solok, adalah :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities
dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threaths dengan
prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi
ancaman.

3. Metoda interaksi antara faktor weakness dengan faktor opportunities
dengan prinsip mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau
manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

4. Metoda interaksi antara faktor weakness dengan faktor threaths dengan
prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas, maka DPMN Kabupaten Solok menetapkan
beberapa isu strategis, yaitu :

1. Peningkatan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Nagari.

2. Peningkatan kapasitas layanan dan kapabilitas Pemerintahan Nagari.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Nagari

4. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat Nagari

5. Peningkatan pendapatan asli Nagari melalui pengembangan lembaga
ekonomi Nagari

6. Peningkatan peran perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif

m
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPMN
4.1.1 Visi

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang
akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan
bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut.
Oleh karena itu, DPMN Kabupaten Solok menentukan Visi yang
merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan
merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur
pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk masa waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok

adalah

sebagai berikut:

" MENJADIKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG
PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NAGARI
YANG MAJU DAN MANDIRI ”

Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Organisasi : Adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Perangkat pemerintahan daerah.

Daerah

Professional . Adalah seseorang yang mempunyai kemampuan,

kemahiran dan kepandaian khusus dalam mengerjakan
sesuatu.

Nagari : Satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang
masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut
garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas
fungsional adat.

Maju : Adalah masyarakat yang memiliki kesejahteraan atau

m
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kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan
Mandiri : Adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang,
keiompok atau komunitas untuk mengatasi masalahnya

sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Definisi dari Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten
Solok adalah suatu keinginan untuk mewujudkan lembaga pemberdayaan
masyarakat yang mempunyai daya dan kemampuan khusus untuk bisa
menjadikan seseorang, kelompok atau komunitas agar bisa mengatasi
masalahnya tanpa bergantung kepada orang lain.

Sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, diharapkan organisasi
dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi

sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur DPMN yang prcfesional dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagai agen perubahan bagi pemerintahan dan
masyarakat nagari.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif.

3. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset nagari yang tertib dan
sesuai dengan ketentuan perundangan.

4. Meningkatkan peran nagari dan masyarakat dalam pembangunan.
Mendukung upaya pengurangan angka keriskinan melalui pemberdayaan
kelembagaan di nagari dan kelompok masyarakat.

6. Mewujudkan masyarakat yang madani melalui pemberdayaan masyarakat
dan pelibatan peran serta perempuan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMN
Tujuan DPMN Kabupaten Solok untuk merealisasikan misi adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur,

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan.
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3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang baik, bersih dan
partisipatif.

4. Mewujudkan penegelolaan keuangan dan aset nagari yang tertib
dan sesuai dengan ketentuan perundangan.

5. Meningkatkan peran nagari dan masyarakat dalam pembangunan.

6. Mengefektifkan program pemberdayaan ekonomimasyarakat dan
perempuan sebagai satu langkah pengurangan kemiskinan
masyarakat.

7. Menjadikan BUMNag sebagai salah satu upaya pengurangan angka

kemiskinan masyarakat.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur
dalam waktu (1) satu tahunan, maka DPMN menjabarkannya dalam
suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur DPMN.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan.

3. Tewujudnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik, bersih dan
partisipatif.

4. Terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang tertib dan sesuai
dengan ketentuan perundangan.

5. Meningkatnya peran nagari dan masyarakat dalam pembangunan.

6. Lestarinya program ex pemberdayaan masyarakat yang telah
berialu.

/. Lahirnya BUMNag yang mampu menjadi salah satu solusi
pengurangan angka kemiskinan masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
dapat lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Nagari

i e ————————————— e L =
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aparatur dan masyarakat

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Meningkatnya kualitas
sumberdaya aparatur

ketersediaan kebutuhan

pelayanan administrasi

dan prasarana kKantor

kendaraan dinas roda 4,
11 kend. dinas roda

kendaraan dinas roda 4, 11

2, B komputer PC, 28

Notebook/Laptop, 1

mesin tik manual, 1
mesin ik elektrik,
meja/kursi kerja

kend dinasroda 2, B
komputer PC, 28
Notebook/Laptop, 1 mesin tik
manual, 1 mesin tik elektrik,
meja/kursi kerja

kendaraan dinas roda 4, 11
kendaraan dinas roda 2, 8
komputer PC, 28
Notebook/Laptop, 1 mesin
tik manual, 1 mesin tik
elektrik, meja/kursi kerja

kendaraan dinas roda 4, 11
kendaraan dinas roda 2, 8
kamputer PC, 28
Notebook/Laptop, 1 mesin
tik manual, 1 mesin tik
elektrik, meja/kursi kerja

perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemberdayaan secara
dinamis dan berkelanjutan

tersedia dan

terpeliharanya sarana 1 gedunig kantar, 2 1gedung kantor, 2 1 gedung kantar, 2 1 gedung kantor, 2 1 gedung kantor, 2 1 gedurg kantor, 2

kendaraan dinas roda 4, 11
kendaraan dinas roda 2, 8
komputer PC, 28
Notebook/taptop, 1 mesin
tik manual, 1 mesin tik
elektrik, meja/kursi kerja

kendaraan dinas roda 4, 11
kendaraan dinas roda 2, 8
komputer PC, 28
Notebook/Laptop, 1 mesin
tik manual, 1 mesin tik
elektrik, meja/kursi kerja

Meningkatnya disiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur
Melaksanakan
evaluasinya kemajuan
pelaksanaan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan kinerja perkantoran
Jumlah aparatur yang
; mengikuti pendidikan
secard fetmal atpun 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang
informal
Jumlah kegiatan yang
termonev 22 kegiatan 25 kegiatan 25 kegiatan 25 kegiatan 25 kegiatan 25 kegiatan
pelaksanaannya
Jumlah Laporan capaian
kinerja yang dibuat 6 laporan € laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan
2|Meningkatnya peran lembaga dan Meningkatnya peran lembaga |Jumlah LPMN yang 1 DPD LPM Tk, 1 DPD LPM Tk, 1 DPD LPM Tk, 1 DPD LPM Tk, 1 DPD LPM Tk. 1 DPD LPM Tk.
organisasi pemberdayaan masyarakat |pemberdayaan masyarakat |dibina sebagai mitra Kabupaten 14 | Kabupaten 14 DPC | Kabupaten 14 DPC | Kabupaten 14 DPC | Kabupaten 14 DPC [ Kabupaten 14 DPC
nagari dalam melakukan nagari dalam melakukan pemerintah DPC LPM LPM Kecamatan LPM Kecamatan | LPM Kecamatan LPM Kecamatan LPM Kecamatan
pendampingan kepada masyarakat pendampingan kepada Kecamatandan | dan 74 LPMN di dan 74 LPMN di dan 74 LPMN di dan 74 LPMN di dan 74 LPMN di
masyarakat 74 LPMN di nagari nagari nagari nagari nagari
nagari
Jumlah LKAAM dan KAN | 1 LKAAM dan 1 LKAAM dan 74 1 LKAAM dan 74 | 1LKAAM dan 74 | 1 LKAAM dan 74 | 1 LKAAMdan 74
74 KAN KAN KAN KAN KAN KAN




w.l

UMKM nya tumbuh dan
berkembang

Jumlah TP-PKK yang 1 TP-PKK Kab, | 1 TP-PKK Kab, 14 | 1 TP-PKK Kab, 14 | 1 TP-PKK Kab, 14 | 1 TP-PKK Kab, 14 [ 1 TP-PKK Kab, 14
dibina dan difasilitasi 14 PKK Kec PKK Kec PKK Kec PKK Kec PKK Kec PKHK Kec
Jumlah Posyandu yang 600 Posyandu 600 Posyandu 600 Posyandu 600 Posyandu €00 Posyandu 600 Posyandu
terintegrasi
Jumlah Asosiasi SPAM 1 SPAMS 1 SPAMS 1 SPAMS 1 SPAMS 1 SPAMS 1 SPAMS
dan BPSPAM yang Kabupaten dan | Kabupaten dan 1 | Kabupaten dan 1 | Kabupaten dan 1 | Kabupaten dan 1 | Kabupatendan 1
terfasilitasi 1 BPSPAMS BPSPAMS BPSPAMS BPSPAMS BPSPAMS BPSPAMS
Jumlah UP2K yang 25 kelompok 25 kelompok 25 kelompok 25 kelompok 25 kelompok 25 kelompok
produktif dan mandiri
3[Meningkatnya partisipasi masyarakat |Meningkatnya rasa Jumlah kecamatan yang | 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan
dalam pengelolaan dan pemeliharaan |kebersamaan melalui jiwa terlibat dalam kegiatan
sarana dan prasarana umum kegotongroyongan gotong royong
masyarakat masyarakat
Jumlah kecamatan yang | 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan 1 kecamatan
terlibat dalam kegiatan
gotong royong
masyarakat yang
melibatkan TNI
Jumlah nagari 3 nagari 3 nagari 3 nagari 3 nagari 3 nagari 3 nagari
berprestasi tingkat
Kabupaten
Jumlah nagari yang 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari
terevaluasi
perkembangan
pembangunannya
Jumlah fasum yang 89 fasum 89 fasum 89 fasum 89 fasum 89 fasum 89 fasu
terpelihara
4| Terfasilitasinya permodalan usaha Meningkatnya peran kredit  |Jumlah nagariyang telah| 20 Bumnag 15 Bumnag 15 Bumnag 15 Bumnag 9 Bumnag
mikro kecil dan menengah. mikro nagari dalam membentuk BUMNAG
penguatan permodalan
usaha mikro kecil dan
menengah.
Jumlah pasar nagari 44 Pasar 44 Pasar 44 Pasar 44 Pasar 44 Pasar 44 Pasar
yang terbina dan
terfasilitasi
Jumiah nagari yang 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari 74 nagari
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4.3. Strategi dan Kebijakan DPMN

Untuk mewujudkan visi dan misi DPMN Kabupaten Solok, strategi dan

kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu

mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan

secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.

Adapun strategi yang digunakan adalah terdiri dari :

1. Kebijakan Strategi

d.

Peningkatan kualitas SDM DPMN menjadi salah satu prioritas utama
Dinas dan dilaksanakan secara bertahap.

Melakukan eavaluasi secara rutin terhadap IKM guna evaluasi dan
peningkatan kulitas kerja DPMN secara keseluruhan.

Melahirkan gerakan nagari membangun kabupaten Solok untuk
mensinergikan semangat mewujudkan nagari yang maju dan mandiri.
Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset nagari yang tertib, bersih,
transparan dan akuntabel.

Mendorong pembangunan nagari sesuai dengan kewenangan dan
prioritas masing-masing.

Mengawal dan membina kelompok-kelompok pengelola serta
pemanfaatan dana ex program pemberdayaan.

. Menargetkan setiap nagari memiliki BUMNag yang efektif dan produktif

sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nagari.

2. Program Strategi

a.
b.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

C. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

_M

. Progoram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa/Nagari.

Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan
Nagari dan Keuangan.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok dalam
mencapai tujuan dan sasarannya sudah menetapkan beberapa kegiatan yang
terhimpun menjadi sebuah program.

Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan sesuai
dengén visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

e e T e e e e, e
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Tabel 5.1
Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok

Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Data capaian pada Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan tahun awal penanggung Lokasi
perencanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja | jayab
pada akhir
tahun periode
Renstra SKPD
6 4 7 9 11 16 18 19 19 19
R Lol o Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya layanan|Meningkatnya Melayanani administrasi|1 |01 |01 [01 |Kegiatan Pelayanan Administrasi 100% 260.125.399 286.137.400 314.751.140 346.226.300 380.849.000 418.934.000 100% DPMN Arosuka
kepada aparatur dan|kualitas sumber daya|perkantoran dengan baik. Perkantoran.
masyarakat. aparatur
pemberdayaan
secara dinamis dan
berkelanjutan
1 |o1 o2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Memelihara peningkatan|1 |01 |02 |01 |Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 100% 140.000.000 154.000.000 169.400.000 186.340.000 204.974.000 225.471.400 100% DPMN Arosuka
sarana dan prasarana kar.tor, Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan|l [01 |02 (02 [Kegiatan Pengadaan Sarana dan 100% 212.600.000 233.860.000 257.246.000 282.970.600 311.268.000 342.394.800 100% DPMN Arosuka
prasarana kantor yang Prasarana Aparatur
memadail,
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Melaksanakan  pendidikan Kegiatan Peningkatan Sumberdaya 100% 70.525.000 §2.000.000 90.200.000 99.220.000 109.142.000 12.056.200 100% DPMN
dan pelatihan formal dan Aparatur .
informal
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur 100% - = 116.000.000 127.600.000 - 100% DPMN Arosuka
aparatur.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Melaksanakan  monitoring| Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan ' 100% 31.330.000 60.000.000 70.000.000 77.000.000 84.700.000 93.170.000 100% DPMN 11
evaluasi kegiatan Pelaporan : Kecamatan
pembangunan.
Memenuhi  pengembangan Kegiatan Peningkatan Pengembangan 100% 9.047.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.400.000 26.840.000 100% DPMN Arosuka
sistern capaian kinerja. Sistemn Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan / Nagari
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan 100% 195.320.000 214.852.000 236.337.200 259.971.000 285.969.000 314.566.000 100% DPMN 74 Nagari
Organisasi Masyarakat Pedesaan (
LPMN )
Kegiatan Posyandu PAUD dan BKB 100% 40.000.000 50.000.000 52 250 000. 53 000 000. 56 000 000. 56 000 000 100% DPMN Nagari




Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Data capaian pada Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan tahun awal penanggung Lokasi
perencanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jawab
pada akhir
tahun periode
Renstra SKPD
Kegiatan Pengarustamaan Gender 100% - 65.000.000 71.500.000 78.650.000 86.515.000 95.131.000 100% DPMN Nagari
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Umun 100% 41.770.000 70.000.000 77.000.000 84.700.000 93.170.000 102.487.000 100% DPMN 74 Nagari
(Fasum)
Menumbuh kembangkan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan 100% 268.500.000 590.500.000 649.550.000 714.505.000 785.955.500 864.552.000 100% DPMN 14
peran  aktif  masyarakat Organisasi Masyarakat Pedesaan Pasca Kecarnatan
dalam tahapan-tahapan PNPM
pembangunan/pemberdayaa
Kegiatan Penyelenggaraan Lomba 100% 89.325.000 115.000.000 139.150.000 153.065.000 168.371.500 185.208.700 100% DPMN 74 Nagan
Nagari Rancak
Pelaksanaan jambare, Kegiatan Fasilitasi Kegiatan-kegiatan TP, 100% 513.200.000 | 1.334.270.000 | 1.467.697.000| 1.614.466.700| 1.775913.400| 1.953.504.800 100% DPMN 74 Nagan
meningkatkan derajat PKK
kesehatan,  perekonemian
Persentase  nagari  yang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 100% 124.100.000 136.510.000 150.161.000 165.177.100 181.694.900 199.864.400 100% DPMN Nagari
melaksanakan Berbasis Adat dan Budaya
pemberdayaan masyarakat
berbasis adat dan budaya
dalam rangka peningkatan
tata kelola pemerintahan
nagari
Terwujudnya data potensi|Tersusunnya data|Persentase nagari  yang Kegiatan Implementasi Aplikasi Data 100% 133.950.000 147.345.000 162.079.500 178.287.500 196.116.200 215.727.900 100% DPMN 74 Nagari
dan sumber daya nagari|profil nagari berbasisfdibina dalam penyusunan Profil Nagari Melalui Program
berbasis komputerisasi. komputerisasi limplementasi data profil Komputerisasi
nagari
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan [ Nagari d
Meningkatnya produksi dan{Meningkatnya peran|jumlah posyantek untuk Pemberdayaan lembaga organisasi dan 100% 166.338.375 182.972.300 201.269.600 221.396.600 243.536.300 267.8992.00C 100% DPMN Kecamatan
nilai tambah terhadap usaha|posyantek dalam|meningkatnya masyarakat pedesaan/Teknologi tepat
ekonomi masyarakat. peneragan dan|perekonomiaan melalui guna (TTG)
pemanfaatan pemanfaatan TTG
| teknologi tepat guna
Meningkatnya peran TKPKD|Terwujudnya pusat{Meningkatnya partisipasi Kegiatan Penangulangan Kemiskinan 100% 44.550.000 49.005.000 5.390.500 58.782.000 64.661.000 71.128.000 100% DPMN Nagari
dalam rangka percepatan|layanan pengaduan|masyarakat dalam Terpadu
penanggulangan kemiskinan. [masyarakat perkembangan
Jumlah pengaduan Fasilitasi Program Pembangunan 100% 400.000.000 400.000.000 440,000.000 484.000.000 532.400.000 585.640.000 100% DPMN Nagari
masyarakat yang di tanggapi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Nagari
terlaksananya pengawasan Kegiatan fasilitasi program konversi 72 pangkalan - 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 100% DPMN Nagari
dan pembinaan konversi minyak tanah ke LPG
minyak tanah ke LPG 3 Kg




Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Data capaian pada Unit Kerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan tahun awal penanggung Lokasi
perencanaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinefja | - jawab
pada akhir
tahun periode
Renstra SKPD
Jumlah anak sekolah yang Kegiatan Penyediaan makanan 396.100.000 435.710.000 479.281.000 527.209.100 579.931.000 637.925.000 100% DPMN |Nagari
meningkat status gizinya tambahan anak sekolah { PMT-AS) SD yang ada di Nag
i taskan Daerah
terpencil
Meningkatnya usaha|Meningkatnya peran|Jumlah Nagari yang memiliki Kegiatan sarjana Pemberdayaan 100% 25.000,000 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 100% DPMN Nagari
ekonomi  produktif rumah|masyarakat  dalam|SPMN sebagai tenaga Masyarakat Pedesaan
tangga berbasis potensi danfmenumbuh perencanaan dan motivator|
sumber daya lokal. kembangkan usaha|pembangunan.
produktif rumah
tangga.
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan / Nagari
Kegiatan Peningkatan Kelembagaan 100% 65.700.000 72,270,000 79.497.000 87.446.700 96.191.400 105.810.600 100% DPMN Nagari
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UP2K) dan ekonomi kreatif
Mewujudkan usaha ekonomi|Meningkatnya peranflumlah nagari yang memiliki Kegiatan Penguatan Kelembagaan 1 nagari 59.700.000 65.670,000 72.237.000 79.460.700 87.406.800 96.147.500 100% DPMN Nagari
produktif berbasis potensi|kredit mikro nagari|BUMNag BUMNAG ( Badan Usaha Milik
dan sumber daya unggulan{dalam penguatan Nagari )
nagari. permodalan  usaha
mikro ke dan
menengah.
Meningkatnya Ekonomi Kegiatan fasilitasi Pembinaan Serta 100% 40.100.000 45,000.000 50.000,000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 100% DPMN Kecamatan
Masyarakat dalam Peniiaian Pasar nagari
pengelolaan  hasil  usaha
mereka
Jumlah  usaha ekonomi Kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi 100% 69.250.000 75.000.000 £2.500.000 90.750.000 99.825.000 109.807.500 100% DPMN Nagari
' masyarakat (UMKM) yang Usaha Kecil dan Menengah di
tumbuh dan berkembarg pedesaan
serta terfasilitasi ekonomi
mikro di nagari
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
desa/nagari
Meningkatnya partisipasi|Meningkatnya  rasa Pelaksanaan pembangunan Kegiatan Tentara Manunggal 100% - 250.000.000 - 27.000.000 = 100% DPMN Kecamatan
masyarakat dalam|kebersamaan melalui[nagari secara terpadu yang Membangun Desa/Nagari (TMMD/N}
pengelolaan danfjiwa melibatkan seluruh  unsur
pemeliharaan sarana dan|kegotongroyongan masyarakat dan  instansi -
prasarana umum. masyarakat. terkait
Jumlah  Kecamatan yang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Reyong 100% 34,550,000 40.000.000 44.000.000 48,400,000 53.240.000 58.564.000 100% DPMN Nagari
mendapatkan pembinaan Masyarakat ( BBGRM )
fasilitasi bulan bakti gotong
royong (BBGRM)
Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa 100% 120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 175.692.000 193.261.200 100% DPMN 74 Nagari
(EPD)




INDIKATOR KINERJA DPMN KABUPATEN SOLOK MENGACU

BAB VI

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPMN Kabupaten Solok harus

berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaiantujuan

dan sasaran RPIJMD vyang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai

berikut ;
KONDISI KONDISI
AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN YANG
RPIMD DIINGINKA
NO INDIKATOR N PADA
(2016) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 AKHIR
PERIODE
RPIJMD
i Persentase  pelayanan administrasi 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% 100%
perkantoran.
2. Persentase sarana dan prasarana 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
kantor yang akan dipelihara
3. | Jumlah aparatur  yang akan 41 41 41 41 41 41 41 orang
melaksanzkan pendidikan dan
pelatihan formal dan informal
4 Persentase  aparatur yang akan 70% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
ditingkatkan disiplinnya
5. | Jumlah kegiatan vyang akan di 17 17 17 L7 17 17 17
monitoring dan di evaluasi serta
dilaporkan progress capaiannya
6. | Jumiah lembaga Pemberdayaan 60 24 - - - - 74 LPMN
Masyarakat Nagari
7. | Jumlah kegiatan yang difasilitasi oleh 2 10 15 20 25 30 30 Kegiatan
lembaga Pemberdayaan Masyarakat per nagari
Nagari
8. | Jumlah lembaga Pemberdayaan 1 1 1 1 1 1 36 LPMN
Masyarakat Nagari berprestasi
9. Jumlah nagari dalam melaksanakan 74 74 74 74 74 74 74 Nagari
evaluasi perkembangan desa/nagari
10. | Persentase  nagari  yang akan 0 15 15 15 15 14 74 Nagari
ditingkatkan perkembangannya
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11. | Persentase  partisipasi masyarakat 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70 %
dalam proses pembangunan
12. | Persentase swadaya masyarakat dalam 5% 15% 20% 30% 40% 50% 50 %
rnembangun nagari
13. | Jumlah nagari yang sudah menyusun 52 74 74 74 74 74 74 Nagari
dan mendayagunakan data profil
nagari berbasis komputerisasi
14. | Jurnlah nagari yang sudah menyusun 8 3 3 3 3 3 15 Nagari
buku  dan video dokumenter
pelestarian nilai-nilai adat dan budaya
15. | Jumlah posyantek di Kecamatan S 3 3 3 - - 14 Posyantek
16. | Jumlah posyantek di Nagari 5 15 15 15 15 14 74 Posyantek
17. | Jumlah pelaku usaha vyang sudah 20 20 20 20 20 20 100 pelaku
difasilitasi oleh posyantek usaha
18. | Jumlah PKK yang aktif 89 89 89 89 89 89 89 PKK Kab,
Kec, nagari
19. | Jumlah posyandu yang aktif 596 596 596 596 596 596 596
20. | Jumlah nagari yang sudah membentuk 25 25 24 - - - 74 nagari
BUMNag
21. | Jumlah BUMNag yang berprestasi dan 0 I 1 1 i 1 1 BUMNag
sehat setiap
tahunnya
22. | Persentase penanggulangan angka 10% 10% 10% 10% 10% 10% 50%
kemiskinan secara terpadu melalui
TKPKD.
23. | Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari 0 16 50 0 0 8 74 Nagari
24, | Fasilitasi Penyusunan Dokumen 0 74 74 74 74 74 74 Nagari
Perencanaan dan APB Nagari
25. | Fasilitasi Pembinaan serta penilaian 34 55 55 55 55 55 55 Nagari
pasar nagari
26. | Pembekalan  Aparatur  Pemerintah 0 74 74 74 74 74 74 Nagari
Nagari
27. | Penyelenggaraan Lomba Nagari 74 74 74 74 74 74 74 Nagari
Rancak
28. | Pembinaan dan Penataan Adminiistrasi 0 74 74 74 74 74 74 Nagari
Pemerintahan Nagari
| 29. | Penataan Nagari 0 0 5 25 25 19 74 Nagar
30. | Fasilitasi Penataan dan Penggunaan 0 74 74 74 74 74 74 Nagari
Aset Nagari
31. | Pembinaan dan Penataan Administrasi 0 74 74 74 74 74 74 Nagar
Keuangan nagari
32. | Fasilitasi Pelaporan dan 0 74 74 74 74 74 74 Nagari
Pertanggungjawaban Nagari
33. | Peningkatan Kappasitas bagi wali 0 74 74 74 74 74 74 Nagar
Nagari Aparatur Nagari dan Lembaga
Nagari
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BAB VII
PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten
Solok 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima)
tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan
(kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok
2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun
2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang menjadi
dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari Kabupaten Solok.
Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan
pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.
Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi
saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan
visi dan misi yang ingin dicapai.
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